
 162 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku. 

Abdulay, Marhainis,1984, Hukum Perdata Material, Pradnya Paramita,Jakarta. 

Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT 

 Rineka Cipta, Jakarta. 

Dahwal, Sirman. 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan 

 Praktiknya Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. 

Darmabrata, Wahyono. 2003. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974,.Gitama Jaya, 

 Jakarta. 

Djubaidah, Neng. 2010,  Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak 

 dicatat, Sinar Grafika, Jakarta. 

Hadikusuma, Hilman. 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, 

 Bandung. 

Jaih Mubarok, 2015, Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia, Remaja 

 Rosdakarya Offset, Bandung. 

Mertokusumo, Sudikno. 2002, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya 

 Bakti, Bandung.  

Mulyadi, 1996, Hukum Perkawinan Indonesia, UNDIP Press, Semarang. 

O.S. Eoh, 1996, Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek, Raja 

 Grafindo Persada, Jakarta. 

Rasjid, Lili. 1982, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan 

 Indonesia,  Bandung,: Alumni. 

Rusli dan R.Tama, 1984,  Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Shantika  

 Dharma, Bandung. 

----------------------, 1986, Perkawinan antar agama dan masalahnya, Pionir Jaya,  

 Bandung. 

 

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS
PENETAPAN NO.
46/PDT.P/2016/PN.SKT DAN PENETAPAN NO. 71/PDT.P/2017/PN.BLA)
MARISA EKA CAHYA, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 163 

 

Salim HS, 2009, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Intermasa, 

 Jakarta. 

Soedharyo Soimin, 2010, Hukum orang dan keluarga, Sinar grafika, Jakarta. 

Soekanto, Soerjono.1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas 

 Indonesia (UI-Press), Jakarta 

Sri Mamuji, dkk., 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit 

 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta. 

Syarhar, Saidus.1981,Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya 

 ditinjau dari segi hukum Islam, Alumni, Bandung. 

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, Hukum Perkawinan Indonesia, 

 Rambang, Palembang. 

 

B. Peraturan Perundang – Undangan. 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk 

Undang undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang 

 Undang Nomor 22 Tahun 1947 tentang Pencatatan Talak Nikah dan rujuk 

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98) 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 

 Negara Nomor 165 Tahun 1999) 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU  

 No. 1 Tahun   1974 

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS
PENETAPAN NO.
46/PDT.P/2016/PN.SKT DAN PENETAPAN NO. 71/PDT.P/2017/PN.BLA)
MARISA EKA CAHYA, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 164 

Ordonansi Perkawinan Campuran, Regelling Op de Gemengde Hewelijken, 

 (GHR) Staatblaad 1898 No. 158 

Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, Huwelijken Ordonantie voor 

 Christen Indonesiers (HOCI) Staatblad 1933 No. 74 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/ Pdt/ 1986 

Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/ Pdt.P/2016/Pn.Skt 

Penetapan Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla 

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUNAS II tahun 1400/ 1980  tentang 

 perkawinan campuran 

 

C. Desertasi 

Hedi, Fathol. 2017. “Politik hukum perkawinan beda agama menurut UU No.1 

 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia”, Yogyakarta, Fakultas 

 Hukum Universitas Gadjah Mada. 

 

D. Tesis 

Tjahjandari, Agatha Arum Sari. 2008. “Aspek hukum Perkawinan beda agama 

 ditinjau dari Hak Asasi Manusia”, Depok, Magister Kenotariatan, 

 Universitas Indonesia. 

Muarif, Moh.Syamsul. 2015. “Legalitas Perkawinan beda agama dalam 

 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 23 

 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan”, Malang, Magister Al-

 Akhwal Al-Syakhsiyah, Universitas Maulana Malik Ibrahim. 

 

E. Wawancara 

Fredrik Frans Samuel, Fredrik Frans Samuel, 2019, Hakim di Pengadilan Negeri 

 Surakarta, Wawancara, Surakarta, 28 Januari. 

Hartini, 2019, Dosen dan Akademisi di Universitas Gadjah Mada, Wawancara, 

 Yogyakarta, 01 Februari. 

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS
PENETAPAN NO.
46/PDT.P/2016/PN.SKT DAN PENETAPAN NO. 71/PDT.P/2017/PN.BLA)
MARISA EKA CAHYA, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 165 

T.O.C.H. Simanjuntak, 2019, Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palembang, 

 Wawancara, Palembang, 09 Januari. 

 

F. Internet. 

Raimond Lamandasa, Polemik kawin beda agama, 

https://nimrodhambuako.wordpress.com/ 2009/ 03/ 04/ polemik-kawin-beda-

agama/, tanggal 1 Maret 2019. 

 

 

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS
PENETAPAN NO.
46/PDT.P/2016/PN.SKT DAN PENETAPAN NO. 71/PDT.P/2017/PN.BLA)
MARISA EKA CAHYA, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


